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Abstract: Good governance has been an important discourse in the devel opment administration
and democracy studies during the last two decades. The development failures experienced by
many devel oping countries have been identified as a result from poor governance practices par-
ticularly the misuses of power based on personal rules or patrimonialism. This study aims to
discuss good governance at village level. The method used in this study is qualitative with
indenpth interviews with various stakeholders. The study suggests that some aspects of good
governance have not been working well in thislevel. The interaction or network patterns among
stakeholders in the public policy process are still very limited. The prominent phenomenain the
fieldinclude: (1) the passivenessof politica partiesintheir function of articulating publicinterests; (2)
theinteraction patterns among actorsin the policy making tend to beinformal; (3) thereis separated,
dua governance between two groups of actors leading to less optimal decision making process.

Keywords: good governance, network, village government, village democratization, dual. governance

Daam duadekadeterakhir, istilah ““governance™

menjadi perbendaharaan yang banyak digunakan
ddamdiskus administras pembangunan dan demo-
kras (World Bank, 1992: 1-5; Larmour, 1998: 1-
10; Jabbraand Dwivedi, 2004: 1101-1127; Jrei s,

2004: 1013-1029; Ball, 2005: 25-38; Liou, 2007:

1-31). Di sektor publik, “governance” telah dia-
dopsi menjadi prinsip-prinsip yang melandasi

bekerjanyasebuah s stem yang dianggap akan men-
jamin efektivitas sebuah pemerintahan. Sebagal prin-
sip, governance adalah sebuah sistem aturan, pro-
ses dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana
kekuasaan dijalankan pada setiap tingkatan pe-
merintahan yang berbeda, terutamaberkaitan dengan
keterbukaan, partisipas, akuntabilitas, efektivitas
dan koherensi (World Bank, 1992: 1-10; Rhodes,

1996: 652-667; Pierre, 1999: 372-396).

World Bank (1992: 1-10) menegaskan pen-
tingnyagood governance sebagai respon atasada-
nyaindikas “crisis of governance” di Afrikayang
telah menyebabkan kegagalan pembangunan di
wilayahtersebut. Krissterssbut ditunjukkan dengan

adanya ““neo-patrimonialism”, sebagian orang
menyebut “personal rule””, dan sebagianyanglain
memberi label ““prebendalism’ (Robinson and Par-
sons, 2006: 101). Kebijakan ekonomi yang ditandai
dengan personal rule dengan model dukungan
politik melaui clientelism danlogikapatrimonidism
kedalam birokras telah menyebabkan kerusakan
negarauntuk mengembangkan kepasitasnyasebagal
devel opmental state dan menciptakan lingkungan
ekonomi yang unpredictable. Dengan katalain,
fenomenakinerjaekonomi yang buruk di Afrika
diakibatkan oleh buruknyalembaga-lembagadan
kebijakan publik (Robinson and Parsons, 2006:
102; lihat juga Collier and Gurning, 1999: 64-
111).

Banyak studi tentang ““governance” dila-
kukan dengan spektrum cakupan yang sangat luas.
Governance banyak dikaitkan secara positif
dengan perubahan kearah demokras (Taylor, 1999:
77-91; Ball, 2005: 25-38), kebijakan pemerintah
(Maclntyre, 2003: 489-498; Bang and Esmark,
2009: 7-37), pembangunan ekonomi (Liou, 2007:
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1-31), dan pelayanan publik (Dwiyanto, 2007: 1-
10; Paskaleva, 2008: 17-36). Studi-studi tersebut
telah memberikan perspektif bahwagood gover-
nance berkontribus terhadap berbagai tujuan pem-
bangunan karenaadanyaperubahaninterna dalam
caramengel olakekuasaan dari yang konvensional
bersifat kontrol dan komando oleh negaradengan
carabaruyang lebih bersfat jaringan (network) dan
kekuasaan yang saimbang dengan berbagal pemang-
ku kepentingan (stakeholder). Studi-studi tersebut
lebih menekankan aspek makro kekuasaan, dan
sekaligus menunjukkan kelangkaan studi good
governance yang bersifat mikro padakekuasaan
di tingkat desa. Sementaraitu, hanyaadabeberapa
studi tentang good governanced tingkat desa, misal-
nyayang dilakukan oleh Institute for Research and
Empowerment (Eko and Rozaki, 2005: 175-195).

Desasaat ini berada dalam masatransisi
kekuasaan akibat perubahan yang terjadi padating-
kat di atasdesa. Asumsinyaadd ah bahwasepanjang
Orde Baru pemerintah desaberadapadaposisi ter-
kooptas oleh negaradantidak otonom. Dalam peru-
bahan sistem yang terjadi belakangan, pemerintah
desadiberi ruangyanglebihluasmdaui perombakan
struktur di manakontrol beradadi tangan masya-
rakat. Pertanyaan utamayang ingin dijawab daam
tulisanini adal ah apakah perubahan sistem politik
selamaini telah mentransformasikan governancedi
tingkat desadan mempengaruhi proses perubahan
secara positif? Apakah berbagai stakeholders
bekerjadengan baik dalam rangkamenyeimbang-
kan kekuasaan dalam prosespolitik di desa?

Sebelum me akukan analisisterhadap good
governance di tingkat desa, bagian berikut ini men-
diskusikan tentang pentingnyagood governance dan
network sebagai sebuah mekanisme baru. Selan-
jutnya, diskus akan diarahkan pada perkembangan
pengaturan desasesua dengan perkembangan po-
litik yang terjadi. Dalam analiss, kgian difokuskan
pada desa Wedomartani di wilayah Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk
menggambarkan bagaimana bekerjanya good
governance di tingkat desa.

Sgjak tahun 1990-an, perdebatan tentang
good governance mulai menghangat. Governance
telah menjadi bahasanegosiasi antaradonor dan
negara-negara berkembang (Larmour, 1998: 1).

Organisad bantuaninternasond, seperti Bank Dunia,
telah mengamati adanyamasalah governance yang
menghambat upaya untuk meningkatkan pemba-
ngunan sosid dan ekonomi di banyak negarasedang
berkembang. Masalah tersebut menyangkut pe-
nyal ahgunaan danapublik oleh kelompok dlit, dan
terabaikannya praktik politik di tingkat lokal oleh
lembaga-lembagadonor internasional.

Bank Dunia(1992: 1) mendefiniskangov-
ernance sebagal ““the exercise of the power of the
state in managing countries social and economic
resource, as well as other related mechanism for
public accountability, rule of law, transparency,
and citizen participation”. Pierre dan Peters
(2000: 5-10) Iebih menekankan good governance
sebagal perubahan peran di ddam masyarakat serta
perubahan kapasitasuntuk menjd ankan kepentingan
kolektif di bawah kenddainternd dan eksternd yang
kuat. Keduanyalebih berfokuskepadahal berikut:
(1) pentingnyapenggunaan network dalam kebijakan
publik; (2) perubahan peran pemerintah dari kontrol
kepada pengaruh (influence) melalui prosesbar-
gaining dan persuas terus-menerus,; (3) kemitraan
antarapublik dan privat ddammenyediakanrisorss,
dan (4) penggunaan instrumen multistakeholders
daam mengembangkan dan menjadankan kebijakan
publik (Peters & Pierre, 1998: 223-243). Gover-
nance bukan hanyamenyangkut aturan main dan
proses yang bisamenjamin pemerintahan bekerja
dengan baik, melainkan jugamenyangkut keter-
libatan aktor. Kita bisamengacu rumusan gover-
nance sebagal berikut:*“Governance refers to the
formation and stewardship of the formal and
informal rules that regulate the public realm, the
arena in which state as well as economic and
societal actors interact to make decisions”
(Hyden, 1999: 185).

Menurut Hyden, governance lebih menyoa
bagai mana sebuah s stem poalitik beroperas, diban-
dingkan hanyasekedar bagai manaaspek distributif
dan aokatif dari sebuah kebijakan publik. Selama
ini, pengel olaan pembangunan yang menyangkut
pembuatan kebijakan publik dan penyediaan
pelayanan publik lebih banyak didominasi oleh
negara(state centred), sertamenyingkirkan peran
aktor non-negara. Karenaitu, pergeseran pengelo-
laan risorgspublik dari government ke governance
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membawa implikasi penambahan aktor dalam
kebijakan publik: public sector (state sphere), pri-
vate sector (market sphere) dan voluntary sec-
tor (civil society sphere) (Koliba, 2006: 593-601).
Namun demikian, kompleksitas semakin kelihatan
ketikaaktor di dalam negarasendiri sebenarnyati-
dak bersifat tungga . Adaaktor yang terlibat ddam
menyadarkan kepedulian masyarakat terhadap i su-
isu publik (civil society), pengagendaan kebijakan
meldui ingtitus palitik (political society), pembuatan
kebijakan (government), implementasi kebijakan
(bureaucracy), interaksi pasar dan negara (eco-
nomic society), dan penyelesaian sengketa dan
konflik (judiciary). Faktor kritikal aktor ddamgood
governance adalah untuk memonitor dan mengen-
ddikan perilaku kekuasaan yang menged olarisorss,
sebagamanadijelaskan daamteori principal-agent
model (Provan dan Kenis, 2007: 230, lihat juga
World Governance Assessment, 2003: 2-9).

M ekanisme dalam good governance ada-
lahjaringan (network), baik yang bersfat horizontal
antaraberbagai ingtitusi yang adapadalevel yang
sama, maupun secara vertikal antara berbagai
ingtitus padaleve yang berbeda. Koliba(2006: 593
601) menyebut adanya aktor pada tingkat
internasiond, nesiond, regiond, loka, danindividud.
Hubungan antar aktor yang berbeda akan meng-
hasilkan polanetwork sebagal berikut: intergovern-
mental relations (antar aktor di sektor publik),
coproduction (antar aktor di tingkat lokal dan
individual), public-private partnership (antar aktor
sektor publik dengan private dan voluntary sector),
danspecial interest coalition (kombinas aktor di
private dan voluntary sektor untuk mempengaruhi
tindakan di sektor publik). Keuntungan dari network
antar sektor baik di dalam sektor publik maupun
dengan sektor swastaadal ah: proses pembelgaran
yang meningkat, penggunaan risorsssecaraefisen,
peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan untuk
mengatas masal ah yang kompleks, peningkatan
kompetisi, dan better services for clients and
customers (Provan and Kenis, 2007: 23-40).
Network jugameningkatan efektivitasdan efisend,
menis nergikan potens, dan meningkatkan komuni-
kas yang bisamempercepat proses dan menjamin
quality assurance (Grasenick, at all, 2007: 296-
314). Secaraideal, network harus bekerjadengan

polanon-hierarchical sehinggakomunikasi bisa
berlangsung baik. Pola tersebut merupakan pra-
syarat keberhasilan good governance, yang disebut
sebagai “infrastructure of success”. Adaduapola
network: formal network yang didesain dengan
aurandan kriteriaformd ; daninforma network yang
bekerjadi luar mekanismeforma (Grasenick, atdl,
2007: 296-314).

Daam perkembangan sstem pemerintahan
belakanganini, prosesdemokratisas dan desentra-
lisas yang banyak dilakukan di banyak negaratelah
mendorong percepatan praktik good governance.
Adabebergpapenjeasantentang hd tersebut, antara
lainkarena: 1) kompetis politik menciptakaninsentif
bagi pemerintahloka untuk menunjukkankinerjanya
secaraefektif, dan bagi partal oposisi senantiasa
mengawas parapejabat yang dipilih (elected public
officials); 2) ketrampilan dan strategi kepemimpinan
akan mentrandformasikan local governance dengan
mempromosikan kebijakan yang inovatif dan
mengatas berbaga kenddaingitusond; 3) aktivisme
warga, dengan mel akukan tuntutan terhadap good
and services maupun mengawas parapejabatnya,
akan mendorong perbaikan pemerintah lokal
(Grindle, 2007: 15-30). Dalam perbaikan
pemerintahan |okal, maka penelitianini bertujuan
untuk mendeskripsikan praktik governance pada
tingkat desa

METODE

Studi pelembagaannilai-nila tatapemerin-
tahan yang baik (good governance) padatingkat
pemerintahan desa Wedomartani Kabupaten
Semendilakukan dengan pendekatan kuditetif. Data
primer dikumpulkan dengan mel akukan observas
dan wawancara mendalam (indepth interview),
bertujuan untuk menggali dan menemukenali
hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desaddam
pelembagaan tata pemerintahan yang baik. Data
primer dikumpulkan dari parakey informan yang
terdiri dari para perangkat desa, sesepuh desa,
anggotaBPD, tokoh masyarakat di dukuh, tokoh
pemuda, pengusahadesa, kyai, dan partal politik di
tingkat desal kecamatan.

Data sekunder dari kantor desa, seperti
monografi desa, hasil sensuspertanian, hasil sensus
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ekonomi, rekapitulas hasil Pemilu 2004 dan 2009,
peraturan-peraturan desayang relevan dengan topik
studi dikumpulkan sebagal bahan untuk andissdata
Tujuan penggunaan berbagal metode dalam pene-
litianini ialah untuk memperoleh gambaran subyek
kgian secaramenddam sertamel akukantriangulad.
Berdasarkan profiling pemerintahan desa secara
holistik, maka proses perubahan penyel enggaraan
pemerintahan desadapat dilakukan dengan lebih
cermat. Selanjutnya analisis dilakukan secara
deskriptif interpretatif.

HASIL
Desa Wedomartani dalam Politik Perubahan

Secara administratif Desa \WWedomartani
adalah bagian dari wilayah Kecamatan Ngempl ak,
Kabupaten Sleman, provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Secara historis, Desa Wedomartani
merupakan gabungan dari empat kalurahan lama
yaitu Gedongan, Pokoh, Krapyak, dan Babadan.
Penggabungan terjadi pada sekitar awal kemer-
dekaan RI yaitu tahun 1946. Wilayah ini sebagian
besar berupa pedesaan tetapi mulai menjadi per-
kotaan. Seiring dengan perkembangan waktu, wila-
yah desayang berdekatan dengan kota Yogyaber-
kembang relatif lebih cepat dibandingkan daerah
pedalaman di sebelah utara. Perkembangan itu
ditandai oleh pesatnyapembangunan komplekspe-
rumahan, sebagian besar diperuntukkan bagi pen-
duduk pendatang. Banyaknya perumahan baru me-
munculkan kombinas antarapenduduk adli dengan
pendatang. Secarakulturd komunitasdesadi daerah
utaraada ah penganut mudimtradisiona NU dandi
daerah selatan adal ah penganut Muhammadiyah.
Daam Pemilu penduduk di wilayah selatan desaini
sebagian besar memilih Partai Amanat Naional
(PAN). Sebdiknya, di sebelah utaradesasebagian
dari merekamemilih partai politik yang berafilias
dengan NU, seperti PKB dan PKNU. Namun,
sebagian yang lain memilih PDI Perjuangan. Pada
eraOrde Baru, merekacenderung memilih Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Dari aspek sosid
politik, wargadesapadaumumnyaterbagi kedalam
dirannasonalismedan agama. Alirannasondisme
diweakili oleh Partal Demokrad IndonesiaPerjuangan

(PDIP), sedangkan dliran agamadiwakili olen PPP,
PKB, PKNU, PAN, dan PKS.

Aktivitas organisas keagamaan NU dan
Muhammadiyah |ebih terfokus padaritual keaga-
maan rutin; seperti penyel enggaraan peribadatan,
sekolah agama (Taman Pendidikan Al-Qur’ an),
pembangunan magid, dan penggian-penggian, tidak
menyentuh langsung pada persoalan yang berhu-
bungan dengan pemerintahan desa. Padakegiatan-
kegiatan yang bersentuhan dengan aparat pemerintah
desa, seperti dalam Pilkades atau Pemilu, anggota
ormas keagamaan cenderung menempatkan diri
sebagal pesartaaktif atau panitiapenye enggara.

Kinerja Pemerintah Desa (Good governance)

Kinerjapemerintahan desadapat dicermati
dari praktik pelayanan publik dan koordinasi
kegiatan pemerintahan desadi antaraparaperangkat
desa. Dalam hal pelayanan publik, yang kerap
dikeluhkan oleh wargadesaadalah belum adanya
kepastian (dalam hal waktu/ lamanyadan biaya,
dalam setigpjenispelayanan), dan adanyagayal cara
pelayanan yang bersifat “sok penguasa’ oleh
beberapa perangkat desa. Koordinasi kegiatan
pemerintahan desatidak berjaan dengan baik lebih
disebabkan karena gaya kepemimpinan yang
dikembangkan oleh kepaladesadan sekretarisdesa.
Gayakepemimpinan kepaladesaadalah low pro-
file, bersahga, fleksibel, menaruh kepercayaanyang
tinggi pada para pembantunya, dan nyaris tanpa
kontrol. Kepaladesatidak pernah melakukan kon-
trol, apalagi teguran dan sangs kepadaparakepaa
bagian dalam pel aksanaan tugas sehari-hari. Demi-
kian pulayang terjadi padasekretaris desa, yang
seharusnyasecararutin melakukan koordinas kegia
tan dengan parakepalabagian, tetapi amat jarang
dilakukan. Hal ini bisaterjadi kemungkinanialah
karena kepal a desa tel ah menduduki jabatannya
selamatigaperiode berturut-turut (sgak 1989 hingga
sekarang) meaui prosespemilihan secaralangsung.
K epercayaan wargadesayang demikian besar, ber-
arti legitimas politik kepa adesaamat kuat, tampak-
nyasecarapolitismembuat kepa adesamerasatidak
adayang perlu dikhawatirkan dengan kedudukannya.
Disamping itu, secarapribadi kepal adesaWedo-
martani addahfigur yang dikend jujur, memiliki inte-
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gritastinggi, penuh pengabdian, dan pandanganyang
jauh ke depan. lamenempatkan pel ayanan sebagai
prioritas utamadalam bekerjasebagai pemimpin
desa. Setelahitu, bagaimanamenyel esaikan per-
masal ahan masyarakat, dan pembangunan desabaik
secarafisik maupun mental spiritual (wawancara
dengan kepaladesa, 07 Oktober 2009).

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil pendlitian secara ringkas disa-
jikan dalam matriksbahasan sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Bahasan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian Penelitian
[Tematik) Sebelmonya Teori

Linglangan Sesial Politik (desa orgarisasi-crga sas Korporatizne
perthahan sTushar kekuasaan fungs onal non-id =olagis Desa
-Di desaterjadi tarik menark atara sehags perw ahilan {Mas'vec,
kelacan “damokras asi” - “demnokrasi  kepertingan rekyat cesa 1994 - 130-
yarg dipromosikan nagara’ - bergifst korporatis (seolah- 133)
otovitarignisme (hegemoni negara) olsh cemokratis padah sl utuk

kepertingan rezitm p=hguasa)
Linglangan Sosial Budaya (desa Pengelompokan daan Transiomas
dalam transformad sruktur scad) masyarasatdi secesanpada  Stukturd d
-Ditingkat akar gt | dulazh, EW, umumrrabergerak dari ipe  Pedesasn
RT) sclidaritas sosal lebdh kbua Halitn  korunal-segmented (Fartodirdjo,
diturukkan dengan ad anyaberbaga (tradisional’, rrenjad: 1957 81489
perkurpalan sosial yang bersifat dketif,  integrated-segmented (semi
terbuka dan demosrais " demokrasi tradisional), keradian
adi) asof asional-segmented (pernd

tnoden), dan asod adomal-

irtegrated (miodemy)
Govemanee (kihajapemerintshdesa)  Peneliian tentang Fontrak
-peayanan publik: belun adakepasian  penyelergeran pelayaman Pelayana
dalamhd waktu, lana danbiayaddam  publik d: Y ogya, femarang atau Citizens’
setiapjenis pel ayanar, Dapat cikatakan  Blitarmernjuklkan belum Charter
pelayanan belum berorientasi san berubatmyawatak pelavanan (Dwivans,
mengutanadan masyardad penggara  danpanvelengzarapelapanan 2006 0 370-
leizens fived) di ingk et kdupaten yang 417
-kepemitnpinar desa: berafatlow tdal menemp athan perggma

profile, lebih memngereaya damrahan
Iterkes an tarpa ada permartanan dan
bimbingan), setinggatertkesankurang
asertf dan tidak tarkoordinas dengan
baik. F ada gliranryarnarnunedkan
irif ormmali: as pembra atan seputn san

sehags origtas utana

Lingkungan Sosial Politik

Desa dalam Perubahan Struktur Kekuasaan
Bagianini akan mendiskusikan bagaimana

posisi desadaam perubahan struktur kekuasaan.

Tidak dgpat dipungkiri bahwaperubahan politik yang

terjadi di Indonesiamemiliki dampak yang sangat
sgnifikandaam petapolitik di tingkat desa. Setidak-
nya, kitabisamembandingkan pengaturan pemerin-
tahan desabaik yang dilakukan melalui UU No. 5/
1979, UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004.

Daam masaOrdeBaru, posisi desayang
diatur melaui UU No. 5/1979 bersifat sangat lemah.
Desayang tadinyamerupakanwilayahterkecil yang
memiliki otonomi mengalami proseskorporatisas
olehnegarayang bersfa massf danintengf. Kebija
kan pemerintah terhadap desatelah membawadesa
dalam poss otonomi dan kemandirianmerekayang
semakinlemah, yakni hanyasebatas* berhak menye-
lenggarakan rumah tangganyasendiri” dan bukan
“mengurus dan mengatur rumah tangganyasen-
diri”. Pengelolaan desamenurut UU tersebut mele-
takkan desabukan sebagal unit otonom, melainkan
pemerintahan terendah yang dikendalikan negara
melalui camat. Lebihjauh, posis kepaladesacen-
derung akuntabel kepada pemerintahan di atasnya
(Eko dan Rozaki, 2005: 4-7). Dengan kata lain,
konstruksi UU No. 5/1979 lebih merupakan alat
pemerintah pusat untuk mel akukan penyeragaman,
pengenddian dan sentralisas ataskehidupan masya
rakat desa. Asums yang dibangun dari UU tersebut
ada ah perlunyakekuasaan pemerintah nasond un-
tuk memag ukan desa. Instrumen program-program
pemerintah pusat yang bersfat top downtidak lebih
sebagal instrumen kekuasaan dan kontrol.

Proses korporatisasi desadi zaman Orde
Baru telah menunjukkan fenomenamemburuknya
kehidupan desa, yang antaralain ditandai oleh: 1)
hilangnyakontrol desaatasproperty rights sehingga
menghancurkan kedaulatan desa; 2) hancurnyabasis
sosial kepemimpinan lokal yang digantikan oleh
kepemimpinan yang |ebih akuntabel kepadacamat
dan bupati; 3) intervens negarakedesatedlah mema
tikan demokrasi di desa, di manakepaladesame-
ngel olakekuasaan dengan carasentraistik dan oto-
riter; 4) kebijakan pembangunan desamengalami
proses elite capture sehingga hasil-hasil pemba-
ngunan tidak banyak manfaatnyauntuk rakyat; 5)
kebijakan pembangunan desa selama ini justru
mematikan kemandirian desa; 6) proses pembangu-
nan selamaini telah menci ptakan eksploitas sumber
dayadesayang kemudian dibawake uar desauntuk
kepentingan negaradan kota; 7) relas kekuasaan



6  Jurnal llmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 1 -13

yang terbangun selamaini menjadikan desasangat
tergantung pada perekonomian kotadan pasar (Eko
dan Rozaki, 2005: 35-40).

Perubahan Aspek Yuridis Formal

Pertanyaan yang timbul adal ah bagaimana
posis desasetelah reformasi dengan lahirnyaUU
No. 22/ 1999. Titik kulminas kekuasaan OrdeBaru
melahirkan ‘reformasi’ yang kemudian menjadi
pijakan diakhirinyaUU No. 5/1979. Banyak orang
berhargp bahwahd ini merupakantitik tolak kembdi
menghidupkan dan membarukan otonomi desa,
yang ditandai oleh desentralisas kekuasaan dengan
terbitnyaUU No. 22/1999. Tuntutan demokratisas
di tingkat nasional telah berimbasdi tingkat desa.
UU No. 5/1979 dengan sendirinyaterhapusketika
pemerintah mensahkan UU No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang di dalamnya beris
pengaturan desa. Desentralisasi politik ditunjukkan
dengan adanyaruang yang sangat luasbagi masya
rakat desauntuk memilih wakilnyadi Badan Per-
wakilan Desa(BPD). Tidak mengherankan gpabila
kemudian masyarakat menjadi sangat bersemangat
untuk terlibat politik dalam pemilihan kepaladesa
maupun BPD. Méealui kerangkaUU No. 22/1999,
demokras padatingkat desamula tumbuh. Perbe-
daan konstruksi desa secara legal formal
berdasarkan UU No. 5/1979 dengan UU No. 22/
1999 dapat dicermati padaTabel 1.

Reformasi politik 1998 secara nasional
melahirkan sistem multi partal. Partal politik bebas
bergerak hinggaketingkat desa, sehinggatidak ada
lagi massa mengambang (floating mass). Partal
Demokras IndonesiaPerjuangan berhasil menan-
capkan akarnyadi tingkat desadan meraih suara
besar dalam setiap pemilihan umum. Artinya, ber-
samaan dengan perubahan peran desa, masyarakat
jugasekaligus berkesempatan untuk memberikan
ekspresi yang lebih luas melalui saluran-saluran
aternatif di luar birokrasi pemerintahan. Dengan
demikian, demokratisasi di berbaga kehidupan
palitik mestinyamendorong penye enggaraan peme-
rintah (desa) menjadi |ebih akuntabel, responsif,
diakui oleh rakyat; memperkuat parlemen desa
berfungs sebagai badan perwakilan dan inter-
mediary agent (dalam aspek artikulas dan agregas
kepentingan, formulasi kebijakan serta kontrol

terhadap eksekutif desq); sertamemperkuat partisi-
pasi masyarakat desadalam proses pemerintahan
dan pembangunan desa(Gayatri, 2007: 1-13).
Amandemen UU No. 22/1999 menjadi UU
No. 32/2004 memunculkan kesan kuat adanyare-
sentralisas dalam politik pengaturan desa. UU No.
32/2004 dianggap memiliki banyak kelemahan, yaitu
tidak diaturnyasistem pertanggungjawaban kepaa
desa. Dalam UU No. 32/ 2004 konstruks otonomi
dan demokras desamengalami kemunduran. Oto-
nomi desadiakui, tetapi demokrasi desadipasung
(ggjada resentralisasi). Di desa dibentuk BPD
(Badan Permusyawaratan Desa), bukan Badan
Perwakilan Desa-sebagai manai stilah yang diper-
kenalkan dalam UU No. 22/1999. Fungsi BPD
adal ah sebagal |embaga pengaturan dalam penye-
|lenggaraan pemerintahan desa, seperti: membuat
peraturan desa, APBDes, keputusan kepaladesa.
Selanjutnyapadapasal 200 UU No.32/ 2004 dinya
takan bahwa “ Daam pemerintahan kabupater/ kota
dibentuk pemerintahan desayang terdiri dari peme-
rintah desa dan badan permusyawaratan desa’.
Artinya, BPD tidak berfungs sebaga badanlegidatif
desa (bandingkan dengan pasal 94 UU No.22/
1999, yang secaraterang benderang menegaskan
bahwa: “Di desa dibentuk Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerin-
tahan Desa’. Kedudukan dan fungsi BPD dan pe-
merintah desadipisah secarategas). JkapadaUU
yang lama anggota BPD dipilih dari dan oleh
penduduk desa(ps. 105), makapadaUU. 32/2004
anggotaBPD merupakan wakil dari penduduk desa
yang ditetgpkan dengan musyawarah/mufakat (tidak
ada pemilihan anggota BPD secaralangsung dan
terbuka, yang memungkinkan setiap warga desa
masuk di dalamnya). Merekaadalah paraketuaRW,
pemangku adat, tokoh masyarakat, golongan pro-
fes, pemukaagama (cf. PP No0.72/ 2005). Disain
anggotaBPD vers UU 32/2004 terasasangat dlitis.
Sdlainitu, polapertanggungjawaban yang
bersifat vertikal (ke camat) bukan horizontal (ke
masyarakat dan BPD). BPD dalam UU No0.32/2004
berbeda sekali dengan UU No. 22/1999. Perbe-
daan mendasar add ah proses pembentukan, hilang-
nyafungs pengawasanterhadap kinerjakepdadesa,
dan perwakilan menjadi permusyawaratan. Tatacara
pengaturanini padadasarnyatdah mula menghilang-
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kan demokrasi di tingkat desa. Dengan demikian,
secarasadar pemerintah telah menganjurkan dilak-
sanakannya*” demokras prosedura” dalam penge-
|olaan pemerintahan desa, dan menutup kesempatan
adanyaprosespembelgaran berdemokras oleh para
penyel enggara pemerintahan desa dalam rentang
waktu yang cukup panjang.

Tabel 2: Pemerintahan Desa Berdasar UU No. 5/1979 dan

No. 22/1999.

UU No. 511979 UU No. 22/1999
Drefirisi desa Eesatuan wilayah Konmrutas lnadoam
Mama desa dan “Desa™ dan  “kepala Dapat dmbah sesuai istilah

kopala desa desa™, secara seragam  aslinga
di sehimh Indonasia
Pendirian desa Dmmlkan oleh camat, Disulkan oleh penduduk
bam disetapi aleh bupati desa, disetami olsh bupat
dan parlemen
Permenmahan Eepaladesa Kepaladesa danBPD
desa
Fepaladesa Dipilih oleh  dan Dipilih  dan  beranzoung
bettanzaung jaarah  jawab lepada BFD, setelsh
kepada tupati, disebyui  cleh  bupah,
maksivoun mergabat 16 maksinmm 10 talan
taln
Pamberhertian Dmsulkan oleh casmat, Disulkan  oleh EBPD,
kepala desa disebapai cleh bupah disetyjuw clehbupats
Lenbaga desa Permnpukan  anggota Angeota  BPD termlih
LEMD dibaorah  dengan hak sepermibnga dan
ototitas  lepala desa.  ctomom Lembaza lan dapat
Lewbaza lan  hdak didirkan sepanjang
dipetholebkan disepakah clehwarga desa
Diana desa Hioak grer dan Sunbersumhberlokal
pemnerintah pusat
Peratiran desa Dibuat  aleh  kepala Dibuat dan dmsulkan oleh
desa, disetapui  oleh EBPD  bersama  dengan
camat kepala desa
Angzarandesa Dibuat oleh kepaladesa  Dibuat dan disebapui oleh
dan LMD, disebyui EBEPD  bersama  dengan
olehbupat kepala desa
Irdikator Tidak ada. Desa secara Memilili  hak  menolak
CHonona Letat berada dbaerah  program-program
otoritas hecammatan pemerimtah yamz  hdak
disertai  dergan  dama,
terazal  persoral  atm
infrastakur
Pelaksana Departernen Dalam Eonbinasi Departemen
Hegen Dialam Hegen dan
pemerintahan lokal
Badan uszha Tudak dipethaolellan Dipethalellan
nulik desa

Sumber : HansAntlév, “Village Governancein Indonesia.
Past, Present and Future Challenges’, dalam RENAL, Jurnal
Politik Lokal dan Sosial-Humaniora, Tahun 1, No.2, Edisi
April-Me 2001: 32-33.

Sebagai institusi formal baru yang dipro-
mosikan oleh negara (state promoted), kehadiran
BPD mengadami dinamikayang beranekaragamdi
setiap daerah. Studi Governance and Decentrali-
sation Survey (GDS) 2002 menunjukkan bahwa
57,76% responden rumah tanggadi 177 pemerintah
kabupaten/kotamenyatakan BPD telah dibentuk
(Dwiyanto, 2003: 15). Yang menarik adalah baik
daam proses penca onan maupun pemilihananggota
BPD, sebagian besar responden (96,3%) berpen-
dapat tidak terjadi praktik politik uang (money poli-
tics). Selainitu, sebagian besar responden rumah
tangga (76,2%) juga berpendapat bahwa proses
pencal onan dan pemilihan anggotaBPD dilakukan
secaralangsung. Di pulau Jawa, adakecenderungan
bahwa seorang ketuaBPD ada ah tokoh masyarakat
desayang gagd atau kalah dalam pemilihankepaa
desa. Oleh karenaitu, dalam hubungan kerjasehari-
hari keberadaan BPD kerap diposisikan sebagal
kelompok oposis terhadap pemerintah desa.

Lingkungan Sosial Budaya

Transformasi Struktural di Pedesaan

Setiap proses modernisasi ditandai oleh
transformasi struktural. Transformasi struktural
adalah hasil pelembagaan pola-polake akuan serta
interkas antar wargamasyarakat dalam berbagal
dimens kehidupan (ekonomi, sosial, politik, dan
kultural). Unsur-unsur modernisasi yang menjadi
penggerak transformasi atau perubahan bentuk
ddammasyarakat id ahteknologi (informag), demo-
grafi, komunikas, komersdisas, birokrad, danlan-
lain. Jikapadatingkat individu perubahan penge-
tahuan, ketrampilan, dan skap menjadi hakikat mo-
dernisasi, makapadatingkat kolektif atau sosia pe-
rubahan terwujud dalam kel embagaan baru. Dilihat
dari proses perubahan bentuk kehidupan kol ektif,
maka perubahan struktur sosiad masyarakat umum-
nyabergerak dari yang bersifat komunal ke aso-
siasional. Jadi, dari solidaritas mekaniske bentuk
solidaritasorganis. Struktur kepemimpinan desajuga
menga ami pergeseran dari yang umumnyameshber-
gfatradisond danotoriter menjadi bersfat moderndan
terbukasertademokratis(Kartodirdjo, 1987 73-74).

Perubahan sosd budayada am masyarakat,
khususnyadi pedesaan digambarkan Kartodirdjo
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(1987 : 81) berlangsung mddui tipetradisona (me
syarakat yang bersfat komuna dantersegmentas),
berubah ke arah tipe masyarakat yang bersifat semi
tradisond (masyarakat yang bersifat komunal tapi
terintegrasl), kemudian meldui tipemasyarakat semi
modern (masyarakat yang sudah berdfat asosasond
tetgpi masihtersegmentas), lalu menjadi masyarakat
yang modern (masyarakat yang bersfat asosasond
danterintegras). Contoh pengel ompokan sosd ma:
syarakat tipetradisond idah ddam 9stem sambatan
di pedesaan Jawa. Masyarakat tipe semi tradisiona
dapat ditemui misalnyadaam aliran kepercayaan,
sedangkan masyarakat tipe semi modern misanya
PKK, LKMD, dll. Tipe pengelompokan sosia
ddam masyarakat yang tergolong modern misanya
dapat kitatemui dalam partai politik dan organisas
kemasyarakatan.

Merujuk dari penjelasan di atas, apayang
berkembang di desapendlitian dapat dilihat dalam
duakategori. Di tingkat akar rumput masih berkem-
bang pengel ompokan sosa bertipesemi tradisond,
pengel ompokan sosd yang masih kental unsur ko-
munditasnya, tetapi sudahrel atif terintegras. Misdl-
nya dapat kita temui dalam kelompok yasinan
(penggian yang diadakan setigp minggu sekdi, biasa
diselenggarakan pada setiap malam Jum'’ at), mu-
jahadahan (pengajian yang diselenggarakan setiap
selapan hari atau 35 hari sekdi), sdlamatan muludan
(barjanji) diadakan setiap tahun sekali padahari
kelahiran Nabi Muhammad saw, selamatan mem-
peringati satu sampai dengan tujuah hari kematian,
kemudian padasatu bulannya, tigabulannya, hingga
seribu hari kematian seseorang. Jugaberbagal upa
carasdlamatan yang diadakan karenadasan-dasan
tertentu, misal menempati rumah baru, pindahan,
syukuran kelahiran anak, mau menyelenggarakan
pernikahan, wisudadan lainssbagainya. Akantetapi
di tingkat akar rumput jugasudah mulai mengggda
merebaknya pengelompokan sosial tipe semi
modern, dengan ciri menonjol bentuk ikatannya
sudah lebih menonjol bersifat asosiasiona (persa
tuan), tetapi masih bersifat ssgmented. Misalnya
dalamrapat RT, atau pertemuan di tingkat RW. Di
sini unsur kepentingan (antaralain, karenaharus
membayar sgfumlah uangiuran) lebih mengemuka.
Dalam rapat RT misalnya, diselenggarakan pula
simpan pinjam, bahkan dibuatkan sebuah kartu cata

tan khususuntuk penabung dan peminjam. Ha yang
samajugaterjadi padatingkat di atasdusun, ddam
pertemuan-pertemuan PKK, BPD dan sebagainya.

Studi Kasus Governance di Desa Wedomartani

Ketidakpedulian Partai Politik

Salah satu pilar penting dari good gover-
nance adalah peran political society dalam proses
kebijakan dankontral palitik. Ddamtingkatan naso-
na maupun pemerintahan regional, peran tersebut
dimainkan secaraaktif olehparta politik. Bagaimana
dengan peran tersebut di Desa\Wedomartani? Pe-
nyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan menuntut keterlibatan berbagal actor,
baik aktor pemerintah maupun non pemerintah. Akan
tetapi, kasus DesaWedomartani menunjukkan bah-
waperanyang dimainkan oleh aktor pemerintah desa
dan partai politik belum optimal. Bahkan boleh
dikatakan bahwapartai politik samasekali tidak
berfungs.

Hasi| pengamatan dan wawancaradengan
beberapa tokoh masyarakat dan aktivis partal
menunjukkan dengan jelasbahwada am praktik di
DesaWedomartani, partai politik tidak memiliki
maknadaam palitik desa. K eberadaan partai hanya
sebatastampil padaritud limatahunan ketikapolitik
perebutan kekuasaan di tingkat nasional, regional
danlokal berlangsung. Ketika partai diharapkan
menjadi intermediary agent di tingkat akar rumpu,
ternyataeuphoria partai hanyasebatasdalam pere-
butan kekuasaan di tingkat yang lebih atas. Pada
proses pemilihan kepaladesa, faktor partai tidak
menentukan seseorang berhasil atau tidak dalam
memperoleh suara Ha yang samajugaterjadi ddam
proses pemilihan anggota BPD, di mana keter-
wakilan anggotapartai dalam BPD tidak menjadi
isu. Harapan warga agar partai politik memiliki
kepedulian kepadaisu-isu yang dihadapi wargatidak
direflekskan ddam prosespolitik pemilihananggota
BPD sebagal sebuah perwakilan di tingkat desa.

Seorang tokoh Partai Keadilan Sgjahtera
(PK'S) mengakui bahwa partainyamemang belum
masuk ke ranah publik untuk mempengaruhi kebi-
jakandi tingkat desa. PK Ssaat ini mash ddamtaraf
memperkenalkan diri kepadawargatentang pro-
gram-program partainya(wawancara dengan pe-
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ngurus PK'S, 06 Oktober 2009). Ironisnya, masa-
|ah-masal ah yang banyak dihadapi oleh warga—
seperti konflik tanah baik yang bersifat horizontal
maupun vertikal— tidak menjadi isu sentral dari
kebijakan partal. Program-programyang ditawarkan
partai nampaknyalebih mencerminkan isu yang
diturunkan dari kebijakan parta di tingkat nasond,
dan bukanisuyang diangkat dari persod an masya
rakat setempat.

Seorang aktivisPartal Kebangkitan Bangsa,
yang sekarang menjadi aktivisPartai K ebangkitan
Nahdatul Ulama, sasmasekali tidak kelihatan aktif
dan perhatian terhadap kepentingan publik. Bahkan,
wargamemandang bahwa keberadaan tokoh ter-
sebut sangat terasing dari publik. Wargasendiri justru
menggambarkan tokoh partal tersebut sebagal orang
yang sulit bermasyarakat. Anaknyayang dicalonkan
untuk pemilihan anggota DPRD pun sama sekali
tidak pernah bergaul dengan warga sekitar. Baik
orang tuadan anaknyasama-samatidak aktif dalam
kegiatan perumahan baik yang menyangkut rapat
Rukun Warga, pengajian di perumahan, ataupun
gotong royong untuk persigpan HUT RI maupun
menjelang puasa(wawancara dengan tokoh masya
rakat desa, 06 Oktober 2009).

Daam upayauntuk memperol eh bantuan
keuangan, masyarakat cenderung mel akukan kontak
dengan pegjabat di tingkat kabupaten secara per-
sonal. Untuk membangun jalan desa/perumahan,
wargamencobamendekati langsung aktivisparta
politik. Akan tetapi, sangat sulit mengharap aktivis
partai untuk peduli membantu pembangunanterse-
but. Karenaitu, warga memanfaatkan seseorang
yang dianggap memiliki akses cukup kuat dengan
pejabat di tingkat kabupaten. Wargaakhirnyadi-
mintauntuk membueat proposd langsung yang dikirim
keBupati atauwakilnya, yang nantinyaakan dikawa
langsung oleh seseorang yang memiliki akses ber-
hubungan dengan pej abat tersebut.

Informalitas Pembuatan Kebijakan

Good governance telah menuntut adanya
proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik
yang berbeda. Pola kontrol dan komando yang
dikenal dalam model konvensional telah digeser
menjadi prosesbargaining. Interaks yang dibangun
antar aktor bisabersifat formal daninformal.

Daam pengamatan dan wawancaradi Desa
Wedomartani, pengelolaan kegiatan sehari-hari
pemerintahan desa tengah menghadapi problem
lemahnyakoordinasi. Menurut pendapat seorang
perangkat desabanyak kebijakan-kebijakan desa
diselesaikan melalui forum diluar aktivitasresmi
pemerintahan desa. Secararutin paraperangkat desa
yang berjumlah 40 orang tergabung daam apayang
disebut “ Paguyuban Perangkat Desa’ . Paguyuban
mengadakan pertemuan secararutin setigp 35 hari
sekali (selapanan) yaitu pada Sabtu Legi. Dalam
forum pertemuan paguyuban inilah kergpkali justru
berbagai persoa an yang dihadapai sehari-hari oleh
perangkat desabaik di kantor maupun di tempat
tinggd masing-masing, dan berbagal persodanyang
disampaikan oleh warga, atau mencul dan berkem-
bang luasdi kalangan wargadibahasdan dicarikan
solusinyaddam forum paguyuban. Oleh karenaitu,
berkembang polahubungan antar penyelenggara
pemerintahan desadd am pembuatan kebijakanyang
cenderung bersifat informal (wawancara dengan
Kepala Bagian Umum Desa Wedomartani, 07
Oktober 2009).

Daam kasus pembuatan jalan ke sungai
untuk memperolehfadlitasumumair berashmisdnya,
seorang ketua RW memiliki inisiatif menghibahkan
sebagian tanah miliknyauntuk dibuat jalan sebagai
aksesmenuju sunga. Prosesyang ditempuh adaah
sang ketuaRW melapor kepadakepaladukuh (se-
bagai bagian dari aparat penanggungjawab peme-
rintah desq), selanjutnyasecaralisan kepaladukuh
menyetujuinya, makadibangunlahjaanitu. Dalam
peristiwaini kebijakan dibuat secarainformal dan
persond. Tidak adapelibatan wargayang memiliki
inigatif atau yang menghadapi persoalan akseske
sunga dalam pembahasan persoad an pembangunan
dalam forum desa. Di wilayah sekitar pondok pesan-
tren, kebijakan jugakerap diambil atasrestu dari
pimpinan pondok pesantren (kyai). Daam kejadian
di sebuah wilayah pedukuhan, seorang kyai dapat
“memerintahkan” kepadaseorang ketuaRW untuk
melakukan koordinas pengamanan desadan akti-
vitaspembangunan desa. Posis seorang kya dalam
wilayah sekitar pondok pesantren amat tinggi, baik
secarasosa keagamaan, ekonomi, maupun politik.
Hdl itutampak misdnyaddam acarapertemuanhdd
bi hala se pedukuhan di komplekspondok pesan-
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tren. Sdlainlokasinyayang reldif luas, yang menarik
add ahwargapedukuhan dikelompokkan ddamtiga
bagian. Pertamaada ah bagi wargabiasadisediakan
tempat duduk di tikar secaralesehan, bagi warga
yang dipandang pemuka di tempat tinggalnya
masng-masing ditempatkan di tempat duduk dekat
panggung, sedangkan bagi parakyai di kurd khusus
sofadi bagian terdepan berhadapan dengan pang-
gung. Sdainitu, kehadirankyai di lokas acarajuga
disambut dengan pembacaan sholawat badar sambil

diiringi musik rebanasecaralangsung oleh parasan-
tri, dan semuahadirin menyambutnyapuladengan
berdiri. Dalam momen semacamini terlihat bahwa
secarasosial posisi kyal amat tinggi di matawar-
ganya, sedangkan kepaladukuh (sebagai represen-
tas aparat pemerintah desa) berada dalam sub
ordinad kya. Olehkarenaituwgar, jikaddam bebe-
rapakasus kepal adesajugakerap datang (sowan)

kepadakya untuk suatu keperluan tertentu (wawan-
cara dengan sesepuh dusun, 08 Oktober 2009).

Dualisme model governance: level dukuh dan
kelurahan?

Good governance mengasums kan adanya
multi-level government dalam proses kebijakan
publik. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik gov-
ernance dapat diamati berlangsung padaduating-
katan pemerintahan. Jikapadatingkat desapraktik
governancetidak berjalan dengan baik, tidak demi-
kian halnyayang berlangsung padatingkat akar
rumput. Padatingkat RW secararutin diadakan per-
temuan selapanan (setiap 35 hari sekali) yaitu pada
SelasaKliwon, sedangkan padatingkat RT setiap
Jum’ at Kliwon. Pertemuan diselenggarakan secara
rutindi rumah salah seorang warga. Apayang me-
narik adal ah tata caradan mekanisme pertemuan
dilakukan secaraamat terbuka, tertib, dan demo-
kratis. Pertemuan di tingkat RW ini sebenarnyaper-
temuan milik Paguyuban* Sido Rukun”, tapi pengu-
rus RW kemudian membarengkannyauntuk ber-
kumpul dengan wargase-RW. Daam pertemuan di
Paguyuban Sido Rukun, pertemuan biasanyadibuka
oleh ketua RW, namun setelah itu forum dipimpin
oleh ketuapaguyuban. Secaraterperinci ketuapagu-
yuban membacakan susunan acara, dan ketikaacara
masuk dalam tahap musyawarah makanuansafo-
rum menjadi berubah menghangat. Dalam pemba-
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hasan tentang penarikan kontribus dari wargapen-
datang, misanya, berbagal pendapat muncul secara
gpontan sertadari hamper ssmuakalangan, baik dari
kelompok dlit maupun dari wargabiasa. Pembahasan
berlangsung secarademokratis, dan ketua paguyu-
ban sebaga moderator selau mengundang/ merang-
sang warga yang hadir dalam pertemuan untuk
memberikan pendapatnya. Setigp keputusan diambil
nyarissecarabul at setel ah berbagal pendapat muncul
dalam forum rapat. Terkadang keputusan dapat
diambil secaracepat oleh forum oleh karena per-
sod andan urgensinyasangat jelas, misdnyaterhadap
usulan pembelian dat sound system untuk keperluan
rapat-rapat dan acara pertemuan umum warga,
disamping danakasyang tersediamencukupi. Pada
pembahasan rencana penyelenggaraan pengajian
besar menjelang Ramadhan (pengajian Nisyfu
Sya’ban) pembicaraan berlangsung rel atif bertele-
teleoleh karenadanayang tersediatidak mencukupi,
sehinggaharus menghitung ulang kekuranganbiaya
untuk menentukan sumbangan/ donasi yang harus
dimintakan dari warga.

Sdanmaaacaramusyawvarahyang bersfa
terbukabagi masuknyaberbagai ide, usul dansaran
dari warga, mataacarayang jugaselalu menarik
perhatian bagi wargaadal ah laporan penggunaan
dana kas paguyuban. Laporan keuangan selalu
disampaikan secaraterperinci baik pemanfaatan
maupun sumbernya Secarakelembagaan, paguyu-
ban memiliki inventarisyang diperoleh dari iuran
anggotapaguyuban, terutamaberbagal peraaanun-
tuk kepentingan penyelenggaraan berbagal acara,
seperti kurd, me a, barang pecah belah secarakom-
plit, hinggatenda. Bagi anggotapaguyuban dapat
menggunakan seluruh inventarisitu secaracuma-
cumasetiap saat, tetapi bagi bukan anggotaharus
membayar dengan sgfumlah uang sewa. Besar ke-
mungkinan oleh karenamanfaat riil dari keberadaan
paguyubanini, makabaik tingkat kehadiranwarga
maupun kelancaran pembayaran iuran berjalan
denganlancar dan baik.

SIMPULAN
Di ddamtulisanini kitamencobamenjawab

pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana
praktik good governance padatingkat desa. Tulisan
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ini tidak mengukur berbagai instrumen good
governance —seperti transparansi dan partisi-
pasi— melainkan memfokuskan padabekerjanya
berbagai aktor dalam proseskebijakan publik. Tuli-
sanini berasums bahwaperubahan ddamkonstelas
politik dari desayang dikendalikan oleh negara
Secaraotoritarian, sentraistisdanterkooptas menuju
desayang lebih demokratisdan otonom akan meng-
hasilkan polainteraks antarabirokras pemerintah
desadenganingtitus lainnya. Prosespembuatan ke-
bijakan di tingkat desamestinyaberubah dari state-
centred yang cenderung didominasi oleh birokrasi
pemerintah desa menuju pola network dengan
berbaga aktor lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
peran aktor di luar birokras pemerintah desamasih
sangat terbatas. Partai politik yang seharusnyabisa
menjalankan peran sebagal intermediary agent
dalam mewadahi artikulasi kepentingan publik
maupun mengontrol danmengawas jdannyapeme-
rintahan desa, tidak ditemukan di Desa\Wedomartani.
Ini menunjukkan bahwaparta politik hanyabekerja
ddam konteksisu yang sudah dirancang olehinduk
partal di tingkat atasnyaseperti kabupaten, proving
atau pusat. Dalam hal mekanisme pembuatan ke-
bijakan, peran yang dimainkan olehkomunitasjustru
cukup signifikan. Tokoh-tokoh dari kalangan agama
maupun wadah kemasyarakatan tradisional Iebih
menonjol dalam memecahkan berbagal persoaan
masyarakat. Saluran tersebut dilakukan melalui
berbagai pertemuan oleh kel ompok penggjian atau-
pun oleh kelompok kemasyarakatan.

Yang menarik adalah gpayang terjadi pada
tingkat akar rumput. Paguyuban-paguyuban yang
dibentuk oleh wargaternyatamampu menjadi arena
bagi wargadesauntuk menyampai kan berbagai ide,
usul, dan keluhan-keluhannya. Polayang nyarissama
terjadi padalevel pemerintahan desa, ketikameka-
nisme kelembagaan tidak berjalan dengan baik,
maka paguyuban perangkat desamenjadi alternatif
dalam perumusan kebijakan desa. Networking ho-
rizontal dalam kasusini muncul dengankuat sebagal
mesin penggerak grassroot governance.Networ-
king dapat berlangsung dengan baik karena didu-
kung oleh solidaritas komunal yang masih cukup
kuat, nilai praktisyang dirasakan secaralangsung,
sertakesediaan antar wargauntuk bekerjasama.

Dari hasi| pendlitian tersebut kitabisame-
ngatakan bahwa perubahan politik di tingkat makro
tidak mendorong prosespolitik yang adadi tingkat
desa. Apayang terjadi di erapemerintahan otoriter
dandi erareformas menunjukkan bahwadinamika
governancedi tingkat desatidak mengalami peru-
bahan secaragignifikan.
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